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BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN  

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN 

DI KABUPATEN KLATEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KLATEN, 

 

 bahwa dengan adanya keterbatasan Pejabat Struktural 

di lingkungan Dinas Kesehatan

yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan 

di kedua Perangkat Daerah tersebut maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati Klaten 

Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di

Klaten; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara (Lembar

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

PERATURAN BUPATI KLATEN   

PATI KLATEN NOMOR 42 TAHUN 2018 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

keterbatasan Pejabat Struktural 

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan 

yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan 

di kedua Perangkat Daerah tersebut maka perlu 

Klaten tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten 

Undang Dasar Negara Republik 

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

aerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

); 

1 Tahun 2004 tentang 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 

Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018  tentang 

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  

Barang/Jasa Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2018  

tentang  Pedoman Swakelola; 
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20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia; 

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018  tentang 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 

22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018  tentang  

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; 

23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018  tentang 

Agen Pengadaan; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 32); 

27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36); 
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28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2018 Nomor 54);  

29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 

42); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 42 TAHUN 2018 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DI 

KABUPATEN KLATEN. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut : 

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan 

ayat (1b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dijabat oleh 

Pejabat struktural, diutamakan eselon III yang tidak bertindak sebagai 

PA/KPA. 

(1a) Dalam hal tidak ada pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) maka PPTK dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana. 

(1b) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. mempunyai pendidikan setara Sarjana Strata Satu (S1) atau paling 

rendah golongan III/a; dan 

b. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas; 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai 
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berikut: 

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

(3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan 

yang berlaku. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

 
 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 2 Januari 2019 

 
BUPATI KLATEN, 

Cap 

     ttd 

SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 2 Januari 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

 ttd 

JAKA SAWALDI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 3 

Mengesahkan 
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  

a.n BUPATI KLATEN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Cap 
ttd 

Luciana Rina Damayanti, SIP, MM 
Pembina Tk. I 

NIP. 19710724 199003 2 001 
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